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BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 18 TAHUN 2015

TENTANG

AMBANG BATAS PEMAKAIAN BELANJA
PADA BADAN LAYANAN UMUMDAERAH
KABUPATEN NATUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NATUNA,

bahwadalamrangkamelaksanakan Peraturan Menteri Dalam
Negeri No 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan
aturan tentang Ambang Batas Pemakaian BelanjaPada Badan
Layanan Umum Daerah Kabupaten Natuna;

bahwa berdasarkanpertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentangAmbang
Batas Pemakaian Belanja Pada Badan Layanan Umum Daerah
Kabupaten Natuna;

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten
Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten
Natuna, Kabupaten Kuantan Singigi dan Kota Batam (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentuka
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten
Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten
Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4237);



PP

Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan
Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
47, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-UndangNomor 1 Tahun 2004
tentangPerbendaharaanNegara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-UndangNomorl15 Tahun 2004
tentangPemeriksaanPengelolaandanTanggungJawabKeuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-UndangNomor 33 Tahun2004
tentangPerimbanganKeuanganAntaraPemerintahPusatdanPemeri
ntah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-UndangNomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan
(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun 2009 Nomor 144,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang-UndangNomor 12 Tahun 2011
tentangPembentukanPeraturanPerundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587);

PeraturanPemerintahNomor 23 Tahun
2005tentangPengelolaanKeuanganBadanLayananUmum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2005Nomor 48,

TambahanLembaranNegaraRepublikindonesiaNomor 4502)
sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturanPemerintahRepublik

Indonesia Nomor 74 Tahun 2012
tentangPengelolaanKeuanganBadanLayananUmum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

PeraturanPemerintahNomor 58 Tahun 2005
tentangPengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, TambahanLembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

PeraturanMenteriKeuanganNomor 92/PMK.05/2011
tentangRencanaBisnisdanAnggaransertaPelaksanaanAnggaranBa
danLayananUmum;

PeraturanMenteriDalamNegeriNomor 61 Tahun 2007
tentangPedomanTeknisPengelolaanKeuanganBadanLayananUmu



m Daerah;

PeraturanDaerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2011
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit
Umum Daerah Kabupaten Natuna(Lembaran Daerah
KabupatenNatunatahun 2011 nomor 6);

1

2. Peraturan Daerah KabupatenNatunaNomor 1 Tahun 2015
tentangAnggaranPendapatandanBelanja Daerah
KabupatenNatunaTahunAnggaran 2015 (Lembaran Daerah
KabupatenNatuna Tahun2015 Nomor 1);
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3. KeputusanBupatiKabupatenNatunaNomor 100 Tahun 2011
tentangPenetapanPolaPengelolaanKeuanganBadanLayananUmum
Daerah (PPK BLUD) padaRumahSakitUmum Daerah Natuna,;

1 MEMUTUSKAN :
4.
PERATURAN BUPATI TENTANG AMBANG BATAS PEMAKAIAN
BELANJA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
KABUPATEN NATUNA.
1
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KETENTUAN UMUM

Pasal 1

DalamPeraturanBupati ini yang dimaksuddengan :

1.

2.

BupatiadalahKepala Daerah Kabupaten Natuna

Pemerintah Daerah
adalahBupatidanPerangkatDaerahsebagaiunsurpenyelenggaraPemerintaha
n Daerah

RumahSakitUmum Daerah adalah NamaRumah Sakit Umum yang
dikelolaolehPemerintahdaerahKabupaten Natuna yang selanjutnyadisingkat
RSUD Natuna

BadanLayananUmum Daerah yang selanjutnyadisingkat BLUD
adalahsatuankerjaPerangkat Daerah atau Unit
KerjapadasatuanKerjaPerangkat Daerah  Kabupaten Natuna yang
dibentukuntukmemberikanlayanankepadamasyarakatberupapenyediaanBa



rang/Jasa yang dijualtanpamengutamakanmencarikeuntungan,
dandalammelakukankegiatannyadidasarkanpadaprinsipefisiensidanproduk
tivitas

5. PresentaseAmbang Batas adalah BesaranPresentaserealisasibelanja yang
diperkenankanmelampauiAnggarandalamDipa BLU

6. Dana Surplus adalahdanasisalebihatasoperasional RSUD
Natunatahunsebelumnya

BAB 11
PENGGUNAAN DANA AMBANG BATAS

Pasal 2
1. Untuk kelancaran pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah
Kabupaten Natuna maka dana ambang batas dapat digunakan melebihi
pagu sebesar 50% dari anggaran yang ditetapkan.

2. Dana ambang batas dapat dipergunakan untuk biaya kegiatan pelayanan.

3. Mekanisme penggunaan dana ambang batas berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang ada.

BAB 11
KETENTUAN PENUTUP

Pasal3
Hal-hal yang
belumdiaturdalamPeraturanBupatiinisepanjangmenyangkutteknispelaksanaann
ya, di tetapkanolehPemimpin BLUD.

Pasal4
PeraturanBupatiinimulaiberlakupadatanggaldiundangkan.Agar setiap orang

dapatmengetahuinya, memerintahkanpengundanganPeraturanBupati
inidenganpenempatannyadalamBerita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
padatanggall6 Maret 2015

BUPATI NATUNA,
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ILYAS SABLI

Diundangkan di Ranai
padatanggall6 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATENNATUNA,
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SYAMSURIZON



BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2015 NOMOR 18



